
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN      P U T U S A N
Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA Blcn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Batulicin  yang  memeriksa  dan  mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim
telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:
Pemohon;

melawan
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan  Pemohon dan Termohon  serta saksi-saksi
Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa  Pemohon  berdasarkan surat permohonannya
tertanggal  17 September  2018  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan
Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA Blcn tanggal  17
September 2018, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa  pada  tanggal  30  November  2013,  Pemohon  dengan
Termohon   melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana
ternyata dari  Kutipan Akta Nikah Nomor :  1.076/29/XII/2013 tanggal  25
Desember 2013; 
2. Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  mengambil
tempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Bersujud sebagai tempat
kediaman bersama terakhir, hingga pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon  dengan Termohon
telah  hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  namun  belum
dikaruniai keturunan;
4. Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  awalnya
berjalan  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Juni  tahun  2015
keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis
dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon  dengan
Termohon   yang  terus  menerus  dalam rumah tangga  yang  sulit  untuk
dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena  selama  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon  belum  dikaruniai
keturunan,  Pemohon dan Termohon sudah berinisiatif  untuk melakukan
pemeriksaan  secara  medis,  namun  setelah  hasilnya  keluar,  Termohon
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tidak  mengizinkan  Pemohon  mengetahui  secara  langsung  dari  dokter
yang  melakukan  pemeriksaan,  dan  ketika  ditanya  secara  langsung
kepada Termohon, Termohon tidak mau memberi tahu hasilnya; 
6. Bahwa  puncak  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara
Pemohon  dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun
2018,  yang  akibatnya  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  pisah
rumah,  dan  yang  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  adalah
Pemohon; 
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon  sudah tidak  lagi  dapat  dibina  dengan baik  sehingga tujuan
perkawinan untuk  membentuk  rumah tangga yang  sakinah,  mawaddah
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa  tidak  ada  dari  kedua  pihak  keluarga  yang  berusaha
merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
9. Pemohon  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan
ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua
Pengadilan  Agama  Batulicin  Cq.  Majelis  Hakim  untuk  memeriksa  dan
mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya
berbunyi :
Primer;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon  untuk menjatuhkan talak satu Raj'í
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan  yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari  persidangan  yang telah ditetapkan
Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat
kepada  Pemohon  di  muka sidang  dengan maksimal agar tidak bercerai
dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah diuapayan perdamaian melalui mediasi di
pengadilan  dengan bantuan mediator,  sebagaimana ketentuan  PERMA
Nomor  1  Tahun  2016 tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutya Termohon tidak
pernah hadir lagi meskipun meskipun telah juga dipanggil  secara resmi
dan patut;

Menimbang,  bahwa  kemudian  dalam persidangan  tertutup  untuk
umum  diperiksa  pokok  perkara  dimulai  dengan  dibacakan  surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk nomor  6310090904920001 atas
nama  Irwan Pareallo diterbitkan pada tanggal  12 Oktober 2017 yang
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dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil
Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-nazagellen (meterai kemudian) dan
dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua
Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor  1.076/29/XII/2013 diterbitkan
pada tanggal 25 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, telah di-nazagellen
(meterai kemudian)  dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat
bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2
(dua) orang sebagai alat bukti saksi sebagai berikut:
I. SAKSI  1,  dibawah sumpahnya  memberikan keterangan yang  pada

pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami-istri  yang
menikha tahun 2013;
- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon terakhir  hidup  bersama
sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa
Bersujud;
- Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  belum  dikaruniai
keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon
rukun  dan  harmonis  akan  tetapi  sejak  tahun  2017  mulai  sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa  saksi  pernah  3  (tiga)  kali  melihat  langsung
pertengkaran Pemohon dengan Termohon selian itu  cerita-cerita
Pemohon sendiri;
- Bahwa  penyebabnya  adalah  karena  Termohon  tidak  mau
menunjukkan hasil pemeriksaan dokter, setelah ketahuan ternyata
Termohon yang tidak bisa melahirkan keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal
sejak lebih 3 (tiga) bulanan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga lain sudah berusaha menasihati
Pemohon  dengan  Termohon  agar  rukun  kembali,  namun  tidak
berhasil;

II. SAKSI  2,  dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
saksi tetangga Pemohon dari kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon terakhir  hidup  bersama
sebagai suami-istri  bertempat tinggal di  rumah bersama di Desa
Bersujud;
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- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon
rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 (satu) bulanan yang lalu
disebabkan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berkata tidak sopan
kepada  Pemohon  di  depan  teman-teman  Pemohon,  selain  itu
Termohon tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi
kurang lebih 1 (satu) bulanan;
Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Pemohon  telah  memberikan

kesimpulan  yaitu  tetap  pada  permohonannya  ingin  bercerai  dengan
Termohon,  serta  memohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan
putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan telah mencukupkan
pemeriksaan  perkara  ini,  kemudian  dalam  persidangan  yang  terbuka
untuk umum dijatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini
ditunjuk  segala  sesuatu  yang  tercantum  dalam  berita  acara  sidang
perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon
adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena
itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  jis.  Pasal  14  dan  Pasal  1  huruf  (b)  Peraturan
Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975,  Pasal  49  huruf  (a)  Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  kedua  dengan  Undang-
Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Pengadilan  Agama  berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  P.1  serta  surat
panggilan (relaas) sidang kepada Pemohon, maka diperoleh keterangan
bahwa  Pemohon  berdomisili  di  wilayah  yang  menjadi  yuridiksi
(kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan
telah  melangsungkan  perkawinan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah
Kantor  Urusan Agama Kecamatan Batulicin,  Kabupaten  Tanah Bumbu,
dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  1.076/29/XII/2013 diterbitkan  pada
tanggal  25 Desember 2013 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak  rukun  dan  harmonis,  sehingga  Pemohon  mendudukkan  dirinya
sebagai  pihak  yang  berkepentingan mengajukan perkara  ini  (personae
standi  in judicio),  oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon
mempunyai legal standing dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat
kepada  Pemohon agar  jangan  bercerai  dengan  Termohon akan  tetapi
tidak berhasil,  oleh karena itu apa yang dikehendaki  Pasal  39 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65
Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989   tentang   Peradilan  Agama,
sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  pertama  dengan  Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya upaya merukunkan
Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim agar tidak bercerai dan telah
dilaksanakan  upaya  mediasi  melalui  bantuan  Mediator  dari  Hakim
Pengadilan Agama Batulicin, Drs. H. Syakhrani, dan berdasarkan laporan
hasil mediasi tanggal 01 Oktober 2018, upaya tersebut tidak berhasil, oleh
karena  itu  dengan  telah  dilaksanakannya  upaya-upaya  tersebut,  maka
apa  yang dikehendaki  Pasal  39 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun
1974 tentang Perkawinan  dan Pasal 65 Undang-Undang  No.  7 tahun
1989  tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah
pertama  dengan  Undang-Undang  No.   3  Tahun  2006  dan  perubahan
kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Pemerintah No.  9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang  No. 1  Tahun  1974  jo.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik
Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah
terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  Pemohon telah  mendalilkan  dalam
permohonannya  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  duduk  perkara  di
atas;

Menimbang,  bahwa  pada  persidangan-persidangan  selanjutnya
Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil dengan resmi
dan patut, sehingga tidak  bisa  didengar  jawabannya,  akan tetapi  tidak
begitu saja permohonan  Pemohon dapat dikabulkan,  karena  perkara   a
quo adalah perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan
jika  terbukti  adanya pernikahan yang sah dengan adanya  bukti  otentik
yang  dijadikan  alat  bukti  dalam  proses  persidangan,  oleh  karena  itu
Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mendalilkan bahwa rumah
tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
sejak  bulan  Juni  2015  disebabkan  Termohon  memliki  sifat  cemburu
berlebihan  dan  Termohon  merasa  tidak  cukup  dengan  penghasilan
Pemohon dan sejak bulan September 2018 telah hidup berpisah tempat
tinggal  sampai  sekarang,  sehingga  Majelis  Hakim  menilai  alasan
perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19
huruf  f  Peraturan Pemerintah No.  9  Tahun 1975,  maka sesuai  dengan
ketentuan Pasal  22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.
Pasal  134  Kompilasi  Hukum  Islam, sebelum  memutus  perkara  a  quo
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Majelis  Hakim terlebih  dahulu  harus  mendengar  keterangan  dari  pihak
keluarga  atau  orang  yang  dekat  dengan  Pemohon  dan  Termohon
sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  tersebut,  oleh  karena  itu  maksud
ketentuan tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  permohonannya,
Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2
(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2, yang merupakan
fotokopi-fotokopi, telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan
aslinya  dan  memang  sengaja  dibuat  sebagai  alat  bukti  dan  isinya
mempunyai  relevansi  dengan  dalil  permohonan  Pemohon,  alat  bukti
tersebut telah di-nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
No.  70/PMK.03/2014  Tentang  Tata  Cara  Pemeteraian  Kemudian,  oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat  P.1 dan P.2  tersebut
telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sehingga  harus  dinyatakan
dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  P.1  diperoleh
keterangan  bahwa  Pemohon  tercatat  dan  terdaftar  berdomisili  di
Kabupaten  Tanah  Bumbu sebagai  wilayah  yuridiksi  Pengadilan  Agama
Batulicin  dan  selama persidangan  Termohon  tidak  pernah  mengajukan
eksepsi (keberatan), oleh karena itu pengajuan permohonan perceraian
tersebut di Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana ketentuan Pasal 73
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama
sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  pertama  dengan  Undang-
Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
No. 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  P.2  tersebut,  maka
Pemohon  telah  dapat  membuktikan  adanya  hubungan  hukum  dengan
Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh
karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan
hubungan  2  (dua)  orang  saksi  dengan  kedua  belah  pihak  yang
berperkara,  saksi-saksi  tersebut  tidak  mempunyai  cacat  hukum  (sudah
dewasa) sebagaimana  ketentuan Pasal 172  Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2
R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal  134 Kompilasi  Hukum Islam, dan telah disumpah sehingga telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan
dan kapasitas  saksi-saksi tersebut memenuhi syarat  formal  oleh karena
itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan
Pemohon tersebut  telah  memberikan  keterangan  berdasarkan
pengetahuannya  sendiri  yakni  mengenai  adanya  perselisihan  dan
pertengkaran, adanya pisah tempat tinggal serta lamanya, dan ikut dalam
merukunkan  Pemohon  dengan  Termohon,  sesuai  sebagaimana  dalil
permohonan  Pemohon,  selain  itu  keterangan  antar  saksi  juga  saling
bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur
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dalam pasal 308  dan 309  R.Bg.,  oleh karena itu  keterangan saksi-saksi
tersebut  mempunyai  nilai  pembuktian  dan  dapat  diterima  sebagai  alat
bukti;

Menimbang,  bahwa  dalam  kesimpulannya,  Pemohon  tetap
bersikeras ingin bercerai dengan  Termohon  dan memohon agar Majelis
Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan  Pemohon,
yang  dikuatkan  juga  dengan  alat-alat  bukti  dari  Pemohon  yang  telah
dipertimbangkan  di  atas,  maka  terungkap  fakta-fakta  hukum  sebagai
berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang
sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan
harmonis  karena  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  sejak  bulan
Juni 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah
Pemohon  dan  Termohon  yang  tidak  memiliki  keturunan,  meskipun
sudah  diusahan  pengobatan  secara  medis  namun  setelah  hasilnya
keluar  justru  Termohon  menyembunyikan  hasilnya  tersebut  dan
ternyata hasilnya Termohon yang tidak bisa melahirkan keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak
bulan September 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada usaha merukunkan Pemohon dengan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  tujuan  mulia  sebuah  pernikahan  adalah
untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana diatur
dalam  firman  Allah  Swt.  dalam  surat  ar-Ruum  ayat  21  serta  Pasal  1
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan
seharusnya  tujuan  mulia  tersebut  juga  diwujudkan  oleh  Pemohon  dan
Termohon  sebagai  pasangan  suami-istri,  akan  tetapi  ternyata  tujuan
dimaksud  tidak  dapat  terwujud  dengan  terjadinya  pertengkaran  yang
berimplikasi  adanya  pisah  tempat  tinggal  dan  lamanya  sebagaimana
disebutkan dalam fakta hukum di atas;

Menimbang,  bahwa  dengan  fakta  hukum  adanya  pisah  tempat
tinggal sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang tersebut,
Majelis Hakim menilai hal tersebut  cukup membuktikan sebagai  indikasi
tentang  telah  retak  dan  pecahnya  rumah  tangga  (broken  marriage/
breakdown of marriage) Pemohon dan Termohon,  hal  ini  sesuai dengan
abstraksi  hukum dalam Yurisprudensi  Mahkamah Agung RI nomor 266
K/AG/1993  tanggal  25  Juni  1994,  yakni  dengan  adanya  pisah  tempat
tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (broken
marriage);

Menimbang,  bahwa  terhadap  sikap  keras  Pemohon  yang  ingin
bercerai  dengan  Termohon  meskipun  telah  diupayakan  penasihatan
terhadap  Pemohon  oleh  Majelis  Hakim,  begitu  juga  gagalnya  upaya
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merukunkan  dari  pihak  keluarga,  sedangkan  Termohon  sendiri tidak
pernah hadir ke persidangan untuk dimintai keterangannya, berdasarkan
hal  tersebut  semakin  mempertegas  adanya  keretakan dan  pecahnya
rumah tangga  Pemohon dengan Termohon sehingga  tidak mungkin lagi
dipersatukan kembali;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di
atas,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  perceraian  merupakan  jalan
terbaik  bagi  Pemohon  dan  Termohon,  demi  masa  depan  dan
keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang
lebih  baik  nantinya,  karena  mempertahankan  rumah  tangga  yang
demikian, justru akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi
Pemohon  dan  Termohon,  karena  tidak  akan  pernah  mendatangkan
ketentraman serta  kebahagiaan bagi  kedua belah pihak,  karena tujuan
dari perkawinan tidak terwujud, dan dengan keadaan yang demikian jika
dipaksakan  untuk  bersatu  justru  menimbulkan  kerusakan  yang
menyebabkan  kemadharatan  bagi  kedua  belah  pihak,  oleh  karena  itu
menolak  kemadharatan  lebih  diutamakan  dari  pada  mengambil
kemaslahatan,  hal  tersebut  sesuai  dengan  bunyi  kaidah  fiqih  sebagai
berikut:

دفع الضرر أولي من جلب النفع
“menolak kemadharatan  (kerusakan) lebih diutamakan dari pada  meraih
maslahat (kebaikan)”;

Menimbang,  bahwa pertimbangan Majelis  Hakim tersebut  sesuai
juga pendapat-pendapat hukum yang diambil alih Majelis Hakim sebagai
berikut:

1. Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208:

ينبغى أن يكون إلى الفرقة سللبيل مللا وأن ل يسللد ذلللك
من كللل وجلله لن حسللم أسللباب التوصللل إلللى الفرقللة
بالكلية يقتضى وجوها من الضللرر والخلللل منهللا.أن مللن
الطبائع ما ل يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمللع

بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش
“Seyogyanya  jalan  untuk  bercerai  itu  diberikan  dan  jangan  ditutup
sama  sekali,  karena  menutup  mati  jalan  perceraian  akan
mengakibatkan  beberapa  bahaya  dan  kerusakan, di antaranya  jika
tabi’at suami-isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika
dipaksakan  untuk  tetap  berkumpul  di antara  mereka  berdua  justru
akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.”

2. Dalam kitab at-Thalaq oleh Ala’uddin  al-Kasani yang berbunyi:

ننلله ل وعنللد اأختلاف الأخلاق ل يللللبقى النكللاح مصلللحة ل
يللللبقى وسلليلة إلللى المقاصللد فتللللنقلب المصلللحة إلللى

الطلاق
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“Ketika  perbedaan  sikap  suami-isteri  telah  menyebabkan
perkawinannya tidak lagi  memberikan kebaikan karena sudah tidak
ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi
mereka berpindah pada perceraian”;

3. Dalam kitab Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi ath-Thalaq Juz I hal 83,
yang berbunyi:

نتللى تضللطرب حيللاة و قد اأختار السلم نظللام  الطلاق ح
نح ول صلح، وحيث تصللبح نزوجين ولم يعد ينفع فيهمانص ال

نزوج  صورة من غير روح، نن الستمرار معنللاه ربطة  ال ل
نبللد ، وهللذا نزوجيللن بالسللجن المؤ أن يحكللم علللى أحللد ال

تأباه روح  العدا لة 
“Islam   memilih   lembaga  talak/cerai  ketika  rumah  tangga  sudah
dianggap  tidak  bermanfaat  lagi  nasihat/perdamaian  dan  hubungan
suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab
meneruskan perkawinan berarti  menghukum salah satu suami isteri
dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan
dengan semangat keadilan”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kesimpulan  Majelis  Hakim
kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada,
maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi
maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  oleh  karenanya
permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  dikabulkannya
permohonan  Pemohon  tersebut,  kemudian  Pemohon  belum  pernah
tercatat  menjatuhkan  talak  terhadap  Termohon  dan  baru  akan
menjatuhkan  talak  pertama  kali  ini  di  pengadilan,  maka  petitum
permohonan  Pemohon  mengenai  izin  menjatuhkan  talak  satu  raj’i
terhadap Termohon telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj’i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang
Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah
diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  segala  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku
dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada  Pemohon  untuk menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan kepada  Pemohon untuk  membayar  biaya perkara
sejulah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari  Selasa  tanggal  29  Oktober  2018  Masehi bertepatan dengan
tanggal 20 Safar 1440 Hijriah oleh Kami Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua
Majelis,  Syaiful  Annas, S.H.I.,  M.Sy. dan Khalishatun Nisa,  S.H.I.,  M.H.
masing masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan
oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan
didampingi  oleh para Hakim Anggota tersebut  dan  dibantu Khomsiatun
Maisaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar
hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Meterai Rp 6000   Ttd.
Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Ttd.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian biaya perkara:
1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp 30.000,00

2.
3.

Biaya Proses
Biaya Panggilan

Rp
Rp

  50.000,00
270.000,00

4. Redaksi Rp     5.000,00

5. Meterai Rp     6.000,00

Jumlah Rp 361.000,00
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